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ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien 

dalam pengelolaan keuangan negara serta kewenangan dan tanggung 

jawab dalam pengelolaan aset negara sehingga perlu ditetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); 

UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 

Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016. 

 

- Peraturan daerah ini melingkupi barang milik daerah yang bersifat wujud 

sepanjang belum diatur lain dan barang milik daerah yang bersifat tak 

berwujud sebagai kelompok barang milik daerah selain tanah dan/atau 

bangunan dengan kondisi tertentu yang tidak mempunyai bukti 

kepemilikan atau dengan nilai tertentu. Apabila terdapat barang milik 

daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

pengguna barang wajib diserahkan kepada pengelola barang. Hasil 

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh 

pengelola barang atau Bupati dan laporan dari masyarakat. Peraturan 

daerah ini mengatur juga mengenai pejabat pengelola barang milik 

daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan barang milik 

daerah pada perangkat daerah yang menggunakan pola pengelolaan 

keuangan badan layanan umum daerah, barang milik daerah berupa 

negara serta ganti rugi dan sanksi. 

 
 



   

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku tanggal diundangkan 18 Juni 2019. 

- Penggolongan, kodefikasi, pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan 

barang milik daerah yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang 

belum ditetapkannya peraturan bupati tentang penggolongan dan 

kodefikasi. 

- Penjelasan: 37 hlm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


